
BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR b TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang 
Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang 
Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2018, dalam 
perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu 
dilakukan pencabutan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
45495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kal i terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undemg-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung 
Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawemg Barat Tahun 
2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulang Bawang Barat Nomor 62); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Nomor 74); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 90); 

15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang 
Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 
Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA 
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
TIYUH TAHUN ANGGARAN 2020. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan 

masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioned yang diakui 
dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 



6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh. 

7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

8. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung 
oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh. 

9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh 
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh. 

10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat 
ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

12. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut 
APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan 
Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh. 

14. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana 
pendapatan yang bersumber dari basil hasi l usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan Iain-lain pendapatan asli Tiyuh. 

Pasal 2 
(1) Pedoman dan Tata Cara Penyusunan APBTiyuh, meliputi: 

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah tiyuh dengan kebijakan Pemerintah 
Daerah berdasarkan kewenangan desa, RKP Tiyuh dan kebijakan 
prioritas penggunaan Dana Tiyuh; 

b. prinsip penyusunan APBTiyuh; 
c. kebijakan penyusunan APBTiyuh; 
d. teknis penyusunan APBTiyuh; dan 
e. hal-hal khusus lainnya. 

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rinciannya 
sebagaimana terlampir dari Peraturan Bupati ini. 

BAB 11 
PENUTUP 

Pasal 3 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang 
Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 65 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2018 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat. 

DitetapkEin di Panaragan 
pada tanggal h Jc\fvc,r\ 2020 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

UMAR AHMAD 

Diundangkan di Panaragan 
pada tanggal ic<iTvxA«-i 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

HERWANVSAHRl 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020 
NOMOR b 


